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ABSTRAK

RISAL. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi (dibimbing
oleh Nirwana dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh standar
akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan
teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara langsung
maupun dimoderasi oleh komitmen organisasi. Pengumpulan dats
dilakukan dengan teknik survei pada 36 organisasi perangkat daerah
dengan menggunakan kuesioner. Sampel sebanyak 63 responden.
Analisisi data menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) standar akuntansi pemerintah, sistem
pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengarun
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintar
daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) komitmen
organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi
pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknoiogi
informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian interna!
pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusiz.
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
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ABSTRACT

RISAL. Determinants of Quality of Regional Government Financial Reports with
Organizational Commitment as a Moderating Variable (supervised by Nirwana and
Andi Kusumawati)

This research aims at examining and describing the influence of the government
accounting standards, internal control systems, use of information technology and
human resources competency on the quality of the regional government financial
reports, either directly or moderated by the organizational commitment. Data
analysis used the quantitative method. The data collection was carried out by using
the survey technique on 36 regional organizations using the questionnaires with
the sample size of 63 respondents. The research results indicate that: (1) the
government accounting standards, internal control system, and human resources
competency have the positive and significant effect on the quality of the regional
government financial reports. Whereas, the use of information technology does not
have any influence on the quality of the regional government financial reports, (2)
the organizational commitment is unable to moderate the influence of the
government accounting standards, internal control systems, utilization of
information technology and human resources competency on the quality of the
regional government financial reports.

Key words: government accounting standard, internal control system, use of
information technology, human resource competency, quality of
regional government financial report
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), merupakan suatu bentuk
laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas
pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan
yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat
bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal,
dan dapat diperbandingkan (Faturey dkk, 2021).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu
keharusan bagi pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan yang baik akan
mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kualitas
LKPD sangat penting karena dapat memberikan dampak positif, bermanfaat
dalam pengambilan keputusan dan juga menentukan kebijakan pemerintahan di
masa mendatang. Selain itu kualitas LKPD dapat memberikan dampak kepada
peningkatan percepatan pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah
yang dihadapi seperti kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Kualitas
LKPD yang baik dapat dilihat melalui perolehan opini dari hasil audit BPK, opini
audit merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPK berdasarkan
kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan
berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang tercatat telah 11 Kali

mendapatkan opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2023.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Gowa
disusun berdasarkan 4 kriteria BPK dalam memberikan opini atas LKPD
Kabupaten/Kota. Kriteria yang dimaksud adalah kesesuaian laporan keuangan
dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan
keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas
sistem pengendalian internal. Keberhasilan mencapai opini WTP yang ke 11
kalinya diakui merupakan buah dari komitmen bersama yang dibangun oleh
pemerintah Kabupaten Gowa. Namun tak bisa dipungkiri masih terdapat
beberapa perbaikan penyajian dan ini masih butuh upaya berkelanjutan secara
sistematis serta konsisten dalam menyajikan laporan keuangan. Seperti halnya
pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa memperoleh opini WDP dari BPK
dikarenakan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan
tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh
keyakinan atas nilai Belanja Tak Terduga saat covid 19 (BPK RI, 2021).

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 7.5.1.2.a2 atas laporan
keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo belanja barang dan
jasa sebesar Rp. 411,69 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan
pengadaan bahan pokok dalam rangka pelaksanaan program jarring pengaman
sosial sebesar Rp. 14,1 milyar. Proses pengadaaan tersebut dilaksanakan
dengan penunjukan langsung dalam rangka penanganan Covid 19. Proses
penunjukan langsung dilaksanakan tampa adanya Riwayat pekerjaan sejenis
sebelumnya yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang
memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai belanja barang dan jasa
dimaksud.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.b.5 atas Laporan

Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo Belanja Modal Aset



Tetap Lainnya sebesar Rp14,88 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan
penyusunan, pengadaan dan pendistribusian buku modul SKTB sebesar Rp 6,5
milyar. Proses penyusunan buku modul SKTB tidak memperoleh izin kepala
daerah dan buku modu | SKTB yang dicetak tidak memenuhi standar grafika
buku tematik serta materi dalam buku modul SKTB belum didaftarkan untuk
mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses
pengadaan dan distribusi buku modul SKTB tidak sesuai dengan petunjuk teknis
dana BOS reguler TA 2020 dengan adanya kewajiban pembelian buku modul
SKTB oleh satuan pendidikan dasar. Dari nilai tersebut, berdasarkan harga
eceran tertinggi, terdapat selisih harga minimal sebesar Rp 3,8 milyar. BPK tidak
dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai
pengadaan yang sebenarnya untuk memperoleh keyakinan atas nilai belanja
modal tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.c atas Laporan
Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gowa menyajikan saldo Belanja Tak Terduga
sebesar Rp 35,45 milyar. Nilai tersebut termasuk untuk kegiatan pengadaan
bahan pokok dalam rangka penanganan keadaan darurat selama masa pandemi
Covid-19 sebesar Rp 21,07 milyar. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan
dengan penunjukan langsung dalam rangka penanganan Covid-1 9. Proses
penunjukan langsung dilaksanakan tanpa adanya riwayat pekerjaan sejenis
sebelumnya dan tidak ada reviu kewajaran harga. BPK tidak dapat memperoleh
bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan
yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Belanja Tak Terduga
dimaksud.

BPK menerangkan, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam

paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut



di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa tanggal 31 Desember 2020, dan
realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan
perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta
catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat banyak faktor yang
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Faktor yang ditemukan
dari penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan yang masih perlu dikaji lebih
mendalam. Faktor-faktor tersebut diantaranya penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Komitmen Organisasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan pedoman
di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar ini syarat mutlak
yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia
dapat ditingkatkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sebagaimana
penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk. (2021); Ternalemta dkk. (2021);
Sutisman dkk. (2021); Hasanah dan Siregar (2021); Sutisman dkk. (2020);
(Rohmah dkk. (2020); Philadhelphia dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020);
Ikriyati dan Aprila (2019); Ardianto dan Eforis (2019). Sedangkan Apriansyah dkk.
(2020); Dewi dan Hoesada (2020); Aswar (2020) menyatakan penerapan SAP
tidak berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Sistem

Pengendalian Internal (SPI). Menurut Rahmawati dkk. (2018), pengendalian



internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur
sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam
pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber
daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem
pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan
reliabel. Penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk. (2021); Ternalemta dkk.
(2021); Atiningsih (2020); Rohmah dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020);
Lestari dan Dewi (2020); Saputra dkk. (2020); lkriyati dan Aprila (2019);
Rahmawati dkk. (2018), menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan
penelitian dari Hasanah dan Siregar (2021); Philadhelphia dkk. (2020); Ardianto
dan Eforis (2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Pemanfaatan
Teknologi Informasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi merupakan produk dari
sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam
hal pelaporan (Rahmawati dkk., 2018). Laporan keuangan yang berkualitas
dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan
akses antar unit kerja. Penelitian dari Ternalemta dkk. (2021); Dewi dan Hoesada
(2020); Atiningsih (2020); dan Rahmawati dkk. (2018) menyatakan pemanfaatan
tekhnologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun

bertentangan dengan penelitian dari Apriansyah dkk. (2020).



Selain faktor diatas Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga
mempengaruhi kualitas LKPD. SDM merupakan pilar utama dalam sebuah
organisasi atau instansi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, oleh karena
itu sebaik apapun sistem dalam organisasi tersebut akan sia-sia jika tidak
didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten
terutama pada personal sumber daya manusia dalam Pendidikan, pengalaman,
dan pelatihan. Kompetensi SDM pada penelitian Modo dkk (2016) dan Armel dkk
(2017). memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD,
sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan Zulkarnain dan
Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh
terhadap kualitas LKPD.

Faktor terakhir adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi
mempunyai pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan
yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi
menyiratkan hubungan individu dengan perusahaan atau organisasi secara aktif.
Karena individu yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk
memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyonkong
kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Penelitian
terdahulu yang menyatakan Komitmen Organisasi memoderasi semu (Quasi
Moderator), dan Komitmen Organisasi memoderasi murni (Pure Moderator).
Komitmen organisasi mampu memoderasi beberapa variable yang memengaruhi
kualitas laporan keuangan sebagaimana terdapat dalam penelitian yang
dilakukan oleh Sutisman dkk. (2021); Saputra dkk. (2020); dan Sanjaya dkk.
(2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

kualitas laporan keuangan, yaitu: Pasolo dkk (2020), Faturey dkk (2021), Afrina



dkk (2021), dan Bestari & Wahyuni ( 2023). Penelitian ini memperluas objek
penelitian sebagaimana saran dari peneliti sebelumnya, dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-
penelitian di bidang akuntansi khususnya penyajian kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Determinan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel
Pemoderasi”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan-
permasalahan utama yang akan di ungkapkan dalam penelitian ini dapat di
rumuskan sebagai berikut.
1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh standar akuntansi
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian
internal terhadap kualitas lapaoran keuangan?
7. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan

teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?



8.

1.3.

Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber
daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka

secara spesifik penelitian ini di lakukan dengan tujuan.

1.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal
terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi

informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya

manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi
pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan
keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi
pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi
pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan
keuangan.

Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi
pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan

keuangan.



1.4. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka informasi yang
didapatkan dari penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yaitu:
1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan)

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangsi
masukan pada pengembangan teori tentang akuntansi.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti
selanjutnya terkait dengan judul penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis (Operasional)

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/referensi bagi pihak
yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dalam meningkatkan
kinerjanya terkait pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan Keuangan
Daerah.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan
pihak-pihak yang membacanya guna memberikan pandangan dalam
pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada 36 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil variabel penelitian diantaranya: 1).
Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai Variabel Depeden. 2). Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal,
Pemanfaatan tekhnologi, Kompetensi Sumber daya manusia (SDM) dan
Komitmen organisasi sebagai Variabel Independen, dan 3). Komitmen

Organisasi sebagai Variabel Moderasi.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep
2.1.1. Agency Theory dan Theory Stewardship

Agency theory menunjukkan adanya kepentingan hubungan antara agen
dan principal. Agency theory dapat diaplikasikan dalam organisasi sektor publik
dan demokrasi modern. Pada dasarnya organisasi publik dibangun di atas
konsep agency theory dimana pemerintah berperan sebagai agen dalam
melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada para pengguna laporan
keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang
berkualitas adalah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh karenanya
dibutuhkan sistem akuntansi yang baik (Pasolo dkk, 2020).

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori stewardship adalah teori yang
mendeskripsikan suatu kondisi manajer atau pemimpin tidak berfokus pada
tujuan pribadi, melainkan lebih berorientasi pada tujuan utamanya vyaitu
kepentingan suatu instansi atau lembaga. Teori ini menganggap bahwa terdapat
korelasi yang kuat antara kesuksesan instansi/lembaga dengan kepuasan
pemilik. Upaya untuk memperoleh kesuksesan pada sebuah instansi atau
lembaga adalah dengan memaksimalkan utilitas kelompok participal dan
manajemen, sehingga kepentingan individu dalam organisasi tersebut dapat
dimaksimalkan. Teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang
kuat antara kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan principal. Teori ini

mendasari konsep yang digunakan Organisasi sektor publik, aparat pemerintah

10
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bertindak sebagai steward yang akan melayani masyarakat sebagai pemilik
(principal), karena dalam sistem pemerintahan di Indonesia warga atau
masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan
keuangan kepada masyarakat, oleh karena itu laporan keuangan harus disusun
dengan kualitas yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan
keuangan (Bestari & Wahyuni,2023).
2.1.2. Penerapan SAP

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat hubungan terkait
antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Pelaporan Keuangan
Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan
hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Pelaporan keuangan pemerintah di
Indonesia”. Dengan mengacu pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan
yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja
pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu
dan disusun dengan mengikuti SAP (Faturey dkk, 2021).

Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk

memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP



12

berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku
standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mentu & Sondakh, 2016) mengemukakan delapan
prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-
prinsip tersebut meliputi:
1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan
operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis
akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual
untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima
pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas
dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai
wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat
perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3. Realisasi (Realization)

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui

anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk

berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan
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melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas
harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun
mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over Form)

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan
wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu,
segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi
tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (Periodicity)

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode
utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode
bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi (Consistency)

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada
kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.
Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai
dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru
diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode
lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.
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7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan
informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan
atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika
menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian
tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat
tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan
keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan
terlalu rendah.

2.1.3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan (PP No 60 Tahun 2008).

SPI merupakan mekanisme keseluruhan dari aksi dan aktivitas yang
dilaksanakan secara kontinu oleh manajemen dalam meyakinkan terciptanya
tujuan organisasi lewat aktivitas yang efektif dan efisien, keunggulan laporan
keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan

(Mirnawati, dkk 2021). SPI terdiri dari format organisasi, prosedur, dan bentuk-
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bentuk yang diatur dalam menjaga kekayaan organisasi, memastikan akurasi
dan kualitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi serta menstimulasi ketaatan
atas kebijakan manajemen. SPI menjelaskan tentang lima komponen atau unsur
yang harus diterapkan dalam kegiatan roda pemerintahan (Mirnawati dkk, 2021)
yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pimpinan instansi
pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian

intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;

2. Komitmen terhadap kompetensi;

3. Kepemimpinan yang kondusif;

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi

adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk
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menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi
informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk
mempermudah kerja pegawai.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut (Afrina dkk, 2021) merupakan
manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan
tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan
pekerjaan. Sistem tanggapan yang disediakan oleh organisasi terkadang kurang
mendapat perhatian dari para karyawan untuk lebih menumbuhkan sikap loyal
terhadap karyawan, hal ini disebabkan adanya rasa khawatir dari para karyawan
akan mendapatkan sanksi bila menyampaikan keluhannya. Pemanfaatan
teknologi informasi dalam organisasi harus didukung oleh komitmen organisasi
pegawainya agar dapat menghasilkan kinerja maksimal.

2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting yang
berpengaruh pada kinerja karyawan atau pegawai di suatu lembaga. Pegawai di
suatu lembaga harus mempunyai kompetensi yang memadai, keahlian khusus,
serta perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan spesifikasi yang
dimilikinya tersebut maka akan meningkatkan kinerja pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sehingga lebih efektif dan efisien. (Bestari & Wahyuni,
2023)

Dalam pembuatan LKPD, diperlukan SDM yang memiliki sebuah
kompetensi dalam bidang akuntansi. Dengan adanya SDM yang memiliki
kompetensi serta latar belakang Pendidikan akuntansi maka akan menghasilkan
laporan keuangan yang berkualitas serta tujuan organisasi dapat tercapai.
Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) menunjukkan bahwa

kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah
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daerah. Sejalan dengan penelitian Armel dkk (2017) dan Mahardini dan Miranti
(2018) juga menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif signifikan dari
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

Pada teori stewardship dapat diasumsikan bahwa eksistensi pemerintah
daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh publik mampu menjalankan
tugas serta fungsinya dengan tepat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya
maka membutuhkan SDM yang berkompeten dalam membuat informasi yang
berkualitas pada laporan keuangan. SDM yang berkompeten yang didukung
dengan latar Pendidikan yang memadai, serta berpengalaman di bidang
keuangan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sumber daya manusia
yang berkompetensi baik yaitu yang memiliki sikap, pengetahuan, dan skill, maka
akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bebas dari kesalahan.
2.1.6. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu
untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Istilah lain dari
komitmen organisasi adalah komitmen kerja atau dimensi perilaku yang dapat
digunakan untuk menilai atau mengukur kecenderungan pegawai (Putu dan |
Wayan, (2017). Komitmen kerja merupakan suatu keadaan seorang karyawan
yang memihak organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk
mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2014).

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mendukung dan memperkuat komitmen kerja dari karyawan dalam mencapai
tujuan organisasi, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pane,
2017) Mereka menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen

organisasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
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1. Karakteristik personal, seperti usia, masa kerja, motivasi berprestasi yang
mempunyai hubungan positif dengan komitmen kerja. Didapatkan pula
adanya pengaruh ras, jenis kelamin, dan kepuasan kerja. Sementara
tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif dengan komitmen kerja.

2. Karakteristik kerja, seperti stress mempunyai hubungan negatif dengan
komitmen kerja dan pemerkayaan pekerjaan, kejelasan tugas, kesesuaian
peran, tantangan pekerjaan, kesempatan berinteraksi dengan orang lain
dan umpan balik yang berhubungan dengan komitmen kerja.

3. Karakteristik struktural, Komitmen kerja berkorelasi positif dengan tingkat
formalisasi, ketergantungan propesional, desentralisasi dan tingkat
partisipasi dalam pengambilan keputusan, jumlah andil yang ditanam
karyawan dan fungsi control dari perusahaan.

4, Pengalaman kerja, antara lain: tingkat sejauh mana karyawan merasakan
sejumlah sikap positif terhaddap perusahaan, tingkat kepercayaan
karyawan terhadap peerusahaan bahwa  perusahaan akan
memeliharanya, merasakan adanya kepentingan pribadi antara diri
karyawan dengan perusahaan dan sejauh mana harapan-harapan
karyawan dapat terpenuhi melalui pekerjaannya.

Pane, (2017) merumuskan komponen-komponen komitmen yang
mempengaruhi komitmen organisasi sehingga karyawan memilih tetap atau
meninggalkan organisasi berdasarkan norma yang dimilikinya. Tiga komponen
tersebut adalah:

a. Affective commitment, berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat
pada organisasi karena keinginannya sendiri. Kunci dari komitmen ini
adalah want to. Dalam tipe komitmen ini, individu merasa adanya

kesesuaian antara nilai pribadinya dan nilai organisasi.
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b. Continuance commitment, merupakan suatu komitmen yang didasarkan
pada kebutuhan rasional. Dengan kata lain komitmen ini terbentuk atas
dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila
akan menetap pada organisasi. Kunci dari komitmen tipe ini lebih
mendasarkan keterikatannya pada cost benefits analysis.
c. Normative commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma
yang ada dalam diri individu, berisi keyakinan individu akan tanggung
jawab terhadap organisasi. Individu merasa harus bertahan karena
loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam
organisasi (ought to). Tipe komitmen ini dikarenakan nilai-nilai moral yang
dimiliki individu secara pribadi.
2.1.7. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut |katan Akuntan Indonesia, (2015) laporan keuangan dalam
Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan
bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan
(dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau
laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk
skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut
misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan
pengaruh perubahan harga. Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan
merupakan dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala
transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit.

Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial suatu
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perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat secara detail, tepat
dan dengan perhitungan yang baik (PSAK No. 1 (2015:2)).

Menurut lkatan Akuntan Indonesia (IAl) (2015:3) tujuan laporan keuangan
adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan
juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi
aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta
kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya
sebagai pemilik dan arus kas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari
proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi
(keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-
pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang
dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan
yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan
nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
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fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila
informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah
daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2. Tinjauan Empiris

Futurey dkk (2021) metode Penelitian yang berjudul “Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal,
Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Aru. Sampel
penelitian adalah kepala dan staf sub bagian keuangan pada 40 Organisasi
Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP
Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa
penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah,
sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ternalemta dkk. (2021); Sutisman
dkk. (2021); Hasanah dan Siregar (2021); Sutisman dkk. (2020); (Rohmah dkk.
(2020); Philadhelphia dkk. (2020); Ayu dan Kusumawati (2020); lkriyati dan Aprila
(2019); Ardianto dan Eforis (2019). Sedangkan Apriansyah dkk. (2020); Dewi dan
Hoesada (2020); Aswar (2020) menyatakan penerapan SAP tidak berpengaruh
kepada kualitas laporan keuangan.

Bestari & Wahyuni (2023) metode penelitian yang berjudul “Determinan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Objek penelitian ini adalah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. Sedangkan Subjek dari
penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di OPD yang memiliki

hubungan secara langsung pada bidang pengelolaan keuangan di masing-
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masing OPD. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam metode
pengambilan sampel dengan pertimbangan memilih sampel supaya dapat
memberikan data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem
Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya
yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Faturey
dkk. (2021); Ternalemta dkk. (2021); Atiningsih (2020); Rohmah dkk. (2020); Ayu
dan Kusumawati (2020); Lestari dan Dewi (2020); Saputra dkk. (2020); Ikriyati
dan Aprila (2019); Rahmawati dkk. (2018), menyatakan sistem pengendalian
internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal ini tidak
sejalan dengan penelitian dari Hasanah dan Siregar (2021); Philadhelphia dkk.
(2020); Ardianto dan Eforis (2019).

Armel (2017) metode penelitian yang berjudul “Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Sistem Pegendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)”.
Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal
tersebut sesuai dengan teori stewardship bahwa pemerintah adalah sebagai
stewaward yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang
transparan dan optimal dalam hal ini berupa pengolahan data transaksi hingga
penyajian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ternalemta
dkk. (2021); Dewi dan Hoesada (2020); Atiningsih (2020); dan Rahmawati dkk.

(2018) menyatakan pemanfaatan tekhnologi berpengaruh terhadap kualitas
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laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian dari Apriansyah dkk.
(2020).

Ayu & Kusumawati (2020) metode penelitian yang berjudul “Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi
Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah” Penelitian ini dilakukan pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Modo dkk
(2016) dan Armel dkk (2017). Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan
Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak
berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Pasolo, (2023) metode penelitian yang berjudul Determinan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jayapura dengan Komitmen Organisasi
sebagai Pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Jayapura dengan kriteria yang
diambil yaitu ka.sub bagian keuangan dan bidang perencanaan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi dapat Memoderasi Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memuat prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemeriantah maka laporan keuangan daerah akan baik dan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian

Sutisman dkk (2021) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi dapat
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Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap
Kualitas Laporan Keuangan.

Alminanda & Marfuah (2018) metode Penelitian yang berjudul “Peran
Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian adalah kepala
sub.bag. keuangan, akuntansi dan bendahara pada 32 Organisasi Perangkat
Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat
sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi
sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan faktor yang

memiliki peranan penting.



